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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
     Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk 
menggantikan Pajak Penjualan (PPn), dasar hukum PPN dan PPnBM adalah UU No.8 Tahun 
1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 1994 diubah lagi dengan UU No.18 ta 
tahun 2000 dan UU PPN dan PPnBM yang terbaru adalah UU No.42 tahun 2009. 
     PPN telah dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, 
pemungutan pada setiap tingkat ini tidak menimbulkan efek ganda (casscade effect) karena 
adanya umur kredit pajak. Penggunaan metode perhitungan PPN dengan menggunakan  Credit 
Method, pada Credit Method harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian 
dengan pajak yang dipungut saat penjualan.  
     Jumlah kewajiban PPN lebih bayar dapat ditekan dengan cara legal yaitu menggunakan 
strategi di bidang perpajakan atau yang lebih dikenal perencanaan pajak (tax planning). Diluar 
negeri terutama Amerika Serikat , strategi ini sudah cukup dikenal dan hampir semua perusahaan 
melakukannya. Cara ini cukup efektif dalam rangka melakukan efisiensi dan penghematan 
namun demikian ada sebagian orang berpendapat bahwa tindakan tax planning bertentangan 
dengan moral karena didalamnya penuh dengan trik-trik (siasat) yang digunakan lebih banyak 
yang mengarah pada pengelakkan pajak dan pada prinsipnya jelas hal ini akan mengurangi 
pendapatan negara dari pajak yang dapat menganggu fiskal negara dan merugikan penerimaan 
negara. 
     Dalam tax planning yang tetap harus diingat adalah tax planning bertujuan untuk mengatur 
pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan pajak 
yang berlaku, sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya dan tentu 
saja hal ini akan membantu cashflow perusahaan.  
     Manajemen pajak (tax planning) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan 
dengan benar (tidak melanggar undang-undang) tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan 
serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan Lumbantoruan 
(1996:354). 
     Kebijakan yang harus diambil UD. BUDIMAS dalam rangka untuk mengefisienkan PPN 
terutang dengan mengoptimalkan jumlah pembelian baik BKP maupun JKP dengan Faktur 
Pembelian dan juga harus mampu untuk menerbitkan Faktur Penjualan hingga batas 
keterlambatan yang telah ditentukan oleh UU PPN, untuk pembuatan Faktur Penjualan tentunya 
harus ada kesepakatan antara pihak distributor dan pihak pembeli. 
     Mengingat UD. BUDIMAS merupakan PKP yang memiliki PPN Masa yang terutang cukup 
besar dan juga berdasarkan uraian di atas, maka kami penulis menetapkan judul ”EVALUASI 
PERHITUNGAN PPN UD. BUDIMAS BESERTA TAX PLANNING DALAM 
RANGKA MENGEFISIENKAN PPN YANG TERUTANG” 
 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
     Berdasarkan uuraian latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahannya yaitu : 
1. Apakah cara perhitungan PPN Masa UD. BUDIMAS sudah sesuai dengan UU No. 18 
tahun 2000 ? 
2. Apakah UD. BUDIMAS telah menerapkan tax planning dalam perhitungan PPN Masa 
secara optimal dalam rangka untuk memaksimal laba ? 
3. Hambatan apa saja yang ditemui oleh UD. BUDIMAS dalam menyusun laporan untuk 
pelaporan PPN Masa ? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
     Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem perhitungan PPN Masa UD. BUDIMAS telah 
sesuai dengan Perundang-undangan dan penerapan tax planning yang diterapkan dalam rangka 
untuk mengefisienkan pajak PPN Masa yang terhutang dan mampu mengoptimalkan laba 
perusahaan. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN  
1. Bagi Perusahaan 
Sebagai masukan untuk menganalisa dan menerapkan tax planning dalam perusahaan 
sehingga mampu mengefisienkan pajak yang harus dibayarkan dalam rangka untuk 
memaksimalkan laba perusahaan. 
 
2. Bagi Penulis 
a. Memperoleh gambaran langsung tentang cara perhitungan PPN Masa. 
b. Menambah wawasan dan serta belajar cara penerapan tax planning dalam 
perusahaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan pajak yang 
mampu mengefisinkan pajak yang dibayarkan. 
3. Bagi Pihak Lain 
Sebagai tambahan informasi pada umumnya dan referensi bagi mahasiswa yang akan 
menyusun Tugas Akhir pada khusunya. 
 
E. KERANGKA PEMIKIRAN 
 
 
 
 
     Dari kegiatan yang dilakukan oleh UD. BUDIMAS selaku perusahaan distributuor hanyalah 
proses pembelian barang persediaan baik berupa BKP (Barang Kena Pajak) ataupun JKP(Jasa 
Kena Pajak) dan proses penjualan persediaan yang berupa BKP. Selaku UD. BUDIMAS adalah 
PKP (Pengusaha Kena Pajak) maka ditariklah PPN atas pembelian (PPN Masukan) yang dapat 
dikreditkan dan atas penjualan (PPN Keluaran).  
 
UD. BUDIMAS 
PEMBELIAN PENJUALAN 
TAX PLANNING TAX PLANNING 
PPN MASUKAN PPN KELUARAN 
PPN TERUTANG 
F. METODE PENELITIAN 
1. Desain Penelitian  
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus. Alasan menggunakan 
metode ini adalah karena penulis ingin mempelajari secara lebih intensif mengenai subjek 
penelitian dan kemudian untuk memberikan gambaran secara mendetail dari subjek 
penelitian tersebut. 
2. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah UD. BUDIMAS  yang 
berlokasi di UD. BUDIMAS berlokasi di Jalan Serut RT 04 RW XII Mo’josongo Solo 
Kode Pos 57127 dengan NPWP 06.502.618.9.526.000. 
3. Sumber Data 
a. Data Primer 
Adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui 
observasi dan wawancara yaitu informasi tentang bagaimana proses perhitungan 
PPN dan aplikasi apa yang digunakan serta bagaimana proses pelaporannya 
Sutrisno (1983 : 10) 
b. Data Sekunder 
Adalah data yang diperoleh dari catatan dan data perusahaan secara literatur yang 
berhubungan dengan penelitian yaitu data PPN Masukan dan PPN Keluaran Masa 
bulan Desember 2009 Sutrisno (1983 : 11) 
4. Tehnik Pengumpulan Data 
a. Dokumentasi  
Menggunakan data yang langsung diberikan oleh pihak yang bersangkutan dalam 
hal ini adalah UD. BUDIMAS. 
b. Observasi 
Adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengamati secara langsung dari 
perusahaan. 
c. Wawancara 
Data yang diperoleh tanya jawab secara langsung. Tanya jawab ini dilakukan 
dengan bertanya kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan permasalahan 
yang dibahas. 
d. Studi Pustaka 
Pengumpulan data yang diperoleh dari catatan, laporan, serta tulisan ilmiah dan 
unsur-unsur lainya yang dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan. 
 
 
5. Tehnik Analisa Data 
Adapun tehnik analisa data yang penulis gunakan dalam penyusunan Tugas Akhir 
menggunakan tehnik analisa deduktif  yakni suatu cara untuk menganalisa data yang 
telah ada, dan penyimpulannya dengan mencari hal – hal yang bersifat khusus. Adapun 
metode yang penulis gunakan adalah metode Deskriptif Evaluatif yakni mendeskripsikan 
data yang ada kemudian di evaluasi untuk mengetahui tingkat efisiensi atas pengendalian 
yang diterapkan. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK PPN 
     PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai, PPN memiliki beberapa karakteristik antara lain Siti 
Resmi (2004 : 37) : 
1. Pajak Tidak Langsung 
Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab 
pembayaran pajak terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, 
sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak 
yang memikul beban pajak). 
2. Pajak Objektif 
Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. 
Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan. 
3. Multisage Tax 
PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi 
(pabrikan sampai paritel). 
4. NonKumulatif 
PPN tidak bersifat kumulatif (nonkumulatif) meskipun memiliki karakteristik multisage 
tax karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. 
 
 
 
5. Tarif Tunggal 
PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (single tarif) yaitu 10% (sepuluh 
persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena 
Pajak. 
6. Credit Method  
Metode ini mengandung pengkreditan bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil 
pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa 
yang disebut Pajak Keluaran (output tax) dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian 
barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak Masuka (input tax). 
7. Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri 
Atas impor Barang Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena 
Pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan tempat tujuan (destination 
principle), yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan dikonsumsi. 
8. Consumtion Type Value Added Tax (VAT) 
Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal 
dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena 
Pajak dan Jasa Kena Pajak. 
 
 
 
 
 
B. SUBJEK PPN 
     Subjek pajak dalam PPN menurut  Waluyo (2004 : 11-15) 
1. Pengusaha Kena Pajak 
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau 
penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, 
tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
apabila melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto 
melebihi Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun. 
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP 
Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP 
dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta 
rupiah) dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, 
selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaiman halnya PKP. 
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari 
luar Daerah Pabean. 
4. Orang pribadi atau badan yang melaklukan pembangunan rumahnya sendiri harus 
memenuhi persyaratan tertentu. 
5. Pemungutan pajak yang ditunjuk pemerintah 
Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan 
Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendahara Proyek. 
 
C. OBJEK PPN 
     Objek pajak PPN menurut Waluyo (2004 : 11-15) terdiri atas : 
1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha.      
2. Impor BKP 
Pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui Dirjen Bea dan Cukai. Siapapun 
yang memasukkan BKP ke dalam Daerah pabean dikenakan pajak tanpa memerhatikan 
apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha ataiukah tidak. 
3. Penyerahan  JKP di dalam Daerah Pabean jyang dilakukan oleh Pegusaha 
Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP 
b. Penyerahan dilakukan di Daerah Pabean 
c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud (hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba) dari 
luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 
Pemanfaatan BKP yang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean oleh siapapun dikenakan 
PPN. 
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean (jasa konsultasi asing, yang memberikan jasa 
manajemen, jasa tehnik, dan jasa lain) di dalam Daerah Pabean. 
6. Ekspor BKP oleh PKP 
Ekspor BKP dikenakan PPN, hanya jika yang melakukan adalah pengusaha yang telah 
dikukuhkan sebagi PKP. 
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegitan usaha atau pekerjaan 
oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunkan oleh pihak 
lain. 
Penggenaan pajak ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya 
penghindaran penggenaan PPN. Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan 
rendah dari PPN ini, maka diatur tentang batasa kegiatan membangun sendiri. 
8. Penyerah aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk 
diperjualbelikan, sepanjang Pajak masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut 
ketentuan dapat dikreditkan. 
Penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak apabila PPN yang dibayar pada saat 
perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan undang-undang PPN, 
kecuali tidak dapat dikreditkannya PPN tersebut karena bukti pengkreditannya tidak 
memenuhi persyaratan administratif . 
 D. DASAR PENGGENAAN PAJAK (DPP) PPN 
     Dasar Penggenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung 
PPN. Dasaar Penggenaan Pajak terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai 
impor, dan nilai lai sebagai Dasar Penggenaan Pajak Rusjid (2004 : 150-153). 
1. Harga Jual 
Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta 
oleh pengusaha karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan 
undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Harga 
jual merupakan DPP untuk penyerahan BKP. Harga jual diperoleh dengan menjumlahkan 
harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat-alat pelengkap lainnya ditambah 
dengan biaya-biaya seperti serta laba yang diharapkan. Teramasuk biaya dalam harga jual 
adalah biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya 
garansi, biaya bantuan tehnik, biaya pemasangan dan instalansi, dan biaya lain-lain yang 
berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan sampai dengan penyerahan 
BKP. Apabila PKP selain menerbitka Faktur Pajak juga harus tercantum sebagai 
potongan harga diskon dalam Faktur Penjualan. 
2. Penggantian 
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 
seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan 
potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nilai penggantian merupakan nilai 
taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan profesi, 
keterampilan, dan kegiatan pelayanan dalam arti ”jasa”tersebut. Jika harga jual atau nilai 
penggantian menggunakan unag asing, maka harus dikonversi kedalam mata uang rupiah 
sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai kurs yang berlaku pada saat ini. 
 
 
3. Nilai Impor 
Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk 
ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut 
berdasarkan undang-undang PPN. Penentua nilai impor BKP didasarkan pada undang-
undang Pabaean yang menggunakan Dasar Penggenaan Bea Masuk, yaitu cost (harga 
faktur), insurance (biaya asuransi antar-Daerah Pabean), dan freight (ongkos angkut atau 
pengapalan antar-Daerah Pabaen). 
4. Nilai Ekspor 
Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau 
seharusnya diminta olek eksportir. Nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang 
dapat dijadikan sebagai Faktur Pajak ekspor, yaitu Pemberitahuan Ekspor barang (PEB), 
yang tidak di fiat muat oleh Dirjen Bea dan Cukai. Berapapun nilai ekspor yang 
tercantum dalam dokumen ekspor (PEB), tidak ada perhitungan PPN karena tarif PPN 
untuk barang ekspor adalah 0% (nol persen). Dengan tari 0% (nol persen) makaPKP 
dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi) PPN 
dalam rangka ekspor BKP. 
5. Nilai Lain Sebagai Dasar Penggenaan Pajak 
Nilai lain adalah jumlah yang ditetapkan sebagai dasar penggenaan pajak. Nilai lain 
tersebut antara lain : 
a. Untuk pemakaian sendidri BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantian 
setelah dikurangi laba kotor. 
b. Untuk pemberian cuma – cuma BKP atau JKP adalah harga jual atau penggantia 
setelah dikurangi laba. 
c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual 
rata – rata. 
 
E. MENGHITUNG PPN 
     PPN merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (value added) barang dan jasa 
yang dikhasilkan oleh PKP. Dalam pengertian ini, besarnya PPN adalah tarif dikalikan dengan 
nilai tambah. Dengan metode atau mekanisme kredit pajak, besarnya PPN yang kurang atau 
lebih dibayar atau disetor oleh PKP dihitung dari selisih pajak (PPN) keluaran dengan pajak 
(PPN) masukan Rusjid (2004 : 150-153). 
1. Pajak Keluaran 
Pajak (PPN) Keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang 
melakukan penyerahan BKP, JKP atau ekspor BKP. 
Pajak Keluaran = Tarif x Dasar Penggenaan Pajak (DPP) 
Tarif Pajak keluaran adalah sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam 
negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor, sedangkan DPP dapat berupa nilai ekspor, 
harga jual, penggantian, atau nilai lain. 
2. Pajak Masukan 
Pajak (PPN) Masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau 
JKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan 
JKP dari luar Daerah Pabean atau impor BKP. 
Pajak Masukan = Tarif x Dasar Penggenaan Pajak (DPP) 
Tarif pajak masukan adalah sebesar 10% (sepulluh persen), sedangkan DPP dapat berupa 
nilai impor, harga beli, nilai penggnti.  
 
F. FAKTUR PAJAK 
     Faktur pajak adalah bukti pungutan PPN yang dibuat oleh PKP karena melakukan penyerahan 
BKP/JKP atau dibuat oleh Direktorat Bea dan Cukai karena impor BKP. Faktur pajak 
mempunyai fungsi sebagai berikut Rusjid (2004 : 150-153). 
1. Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh PKP atau Dirjen Bea dan Cukai baik karena 
penyerahan BKP atau JKP maupun impor BKP. 
2. Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau penerima 
JKP kepada PKP atau Dirjen Bea dan Cukai. 
3. Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan. 
Faktur pajak dapat dibedakan menjadi : 
1. Faktur Pajak Standar 
Faktur Pajak Standar harus mencantunkan keterangan tentang penyerahan BKP atau 
penyerahan JKP yang paling sedikit memuat 
a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP dan JKP. 
b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. 
c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. 
d. PPN yang dipungut. 
e. PPnBM yang dipungut. 
f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. 
g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. 
2. Faktur Pajak Sederhana 
PKP dapat menerbitkan Faktur Pajak Sederhana dibuat dalam hal PKP melakukan : 
a. Penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen 
akhir. 
b. Penyerahan BKP atau PKP kepada pembeli atau penerima JKP yang tidak 
diketahui identitas secara lengkap. 
Dirjen Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran 
sebagai Faktur Pajak Sederhana yang paling sedsikit memuat tentang : 
a. Nama, alamt, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau PKP. 
b. Jenis dan kuantum. 
c. Jumlah harga jual atau penggantian yang termasuk pajak atau besarnya pajak 
dicantumkan secara terpisah. 
d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana. 
3. Faktur Pajak Gabungan 
PKP diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk penyerahan BKP atau setiap penyerahan 
JKP. Namun untuk meringankan beban administrasi, kepada PKP diperkenankan untuk 
membuat satu Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP 
yang terjadi selama satu tahun takhwin kepada pembeli yang sama dan penerima JKP 
yang sama. 
 4. Nota Retur 
Atas penyerahan BKP yang dapat dikembalikan dapat dikurangkandari PPN dan PPnBM 
yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian BKP tersebut. 
 
G. SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK 
     PKP diwajibkan membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP, ekspor BKP, dan setiap 
penyerahan JKP. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP, maka faktur 
pajak dibuat pada saat pembayaran. Secara lebih rinci saat pembuatan faktur pajak diatur sebagai 
berikut : 
1. Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat 
a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan penyerahan 
keseluruhan JKP, dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP 
atau keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya 
maka faktur pajak standar harus dibuat paling lambat saat penerimaan 
pembayaran. 
b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi 
sebelum penyerahan BKP atau JKP. 
c. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal terdapat penyerahan sebagian 
tahap pekerjaan. 
d. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan dalam hal terjadi penyerahan BKP 
atau JKP kepada pemungut PPN. Faktur pajak dilaporkan SPT Masa PPN pada 
saat diterimanya pembayaran. 
2. Faktur Pajak Sederhana dibuat selambat-lambatnya pada saat penyerahan BKP atan JKP. 
3. Faktu Pajak Gabungan yang merupakan Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat 
pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP atau JKP.      
 
H. PERSYARATAN POKOK DALAM TAX PLANNING 
     Dalam rangka melaksananakan tax planning yang tidak melanggar undang-undang-undang 
(aturan) pajak yang berlaku, ada lima persyaratan pokok Suandy (2000: 7-10) : 
1. Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan lainnya yang terkait. Akan sulit sekali 
untuk dapat melakukan tax planning yang tidak melanggar aturan bila tax planning 
dirancang tihdak dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan 
tax planning yang dilaksanakan melanggar undang-undang akan berakibat fatal dan 
bahkan dapat akan menganvam keberhasilan tax planning. 
2. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax planning, dalam hal untuk menghindari 
dari tindakan yang melanggar undang-undang sudah tentu tidak dapat melakukan tax 
planning untuk menghindari dari kewajiban perpajakan. Menurut Suandy (2000:7) tax 
planning paling tidak memiliki dua tujuanutama yakni : 
a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar. 
b. Dalam rangka efisiensi untuk mencapai laba yang diharapkan. 
3. Dalam melakukan tax planning harus dipahami karakterdari usaha WP, karena hampir 
semua perusahaan memiliki perbedaan-perbedaan dalam kebijakan dan perilaku 
(behavior) dan kebiasaan-kebiasaannya. Dengan memahami secara mendalam seluk-
beluk usaha akan sangat membantu dalam melakukan tax planning. 
4. Memahami tingkat kewajaran atas transaksi-tansaksi yang diatur dalam tax planning 
dengan mengabaikan kewajaran sudah tentu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan 
karena adanya kecurigaan dari fiskus dan ini dapat berimplikasi dengan 
pemeriksaankarena bila teridentifikasi adanya kecurangan pajak. 
5. Tax planning harus didukung oleh kebijakan akuntansi (accounting treatment) dan 
didukung dengan bukti-bukti yang memadai seperti adanya faktur perjanjian dan lain-
lain. 
 
I.  LANGKAH – LANGKAH PENTING DALAM MELAKUKAN TAX     
     PLANNING 
     Menurut Suandy (2004 : 20-24) ada beberapa langkah dalam tax planning : 
1.      Pekerjaan perencanaan pajak (tax planning) memerlukan suatu langkah-langkah yang 
tepat agar tax planning dapat berjalan dengan baik dan tentu saja tidak menyimpang dari 
tujuannya. 
2. Melakukan analisis atas informasi yang ada, hal ini akan dapat dilakukan secara optimal 
apabila perencanaan pajak (tax planning) mampu menggali setiap informasi yang 
relevan dengan tax planning yang disusun. 
3. Membuat satu model atau beberapa model remcana besarnya pajak yang akan dibayar, 
hal ini berkaitan dengan pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional, 
pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen 
dari negara tersebut, dan penggunaan satu atu lebih negara tambahan untuk perluasan 
operasi. 
4. Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak untuk mengukur kesuksesan dari sebuah 
rencana salah satunya adalah dengan melakukan evaluasi, demikian pula dalam hal tax 
planning evaluasi adalah tindak lanjut untuk memperbaiki sisi – sisi yang masih 
dianggap memiliki kelemahan dalam tax planning yang telah dijalankan. 
5. Memperbaharui dan memuktahirkan (meng-update) perencanaan, langkah ini merupakan 
langkah yang paling akhir dalam siklus tax plannning. Pemuktahiran sangat diperlukan 
karena Undang-Undang Pajak yang berlaku senantiasa berubah dan mengalami 
dinamisasi dari waktu kewaktu, dan setiap kali dikeluarkan baru biasanya tidak dapat 
dilepaskan dari tax planning yang telah disusun, hal ini menjadi suatu keharusan tax 
planner untuk menyesuaikan dengan aturan baru. 
 
 
 
 
 
BAB III 
PEMBAHASAN 
 
A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 
1. SEJARAH PERKEMBANGAN PERUSAHAAN 
Bermula dari usaha Bapak Budi Tri Mulyanto yang mengawali karirnya sebagai sales keliling 
dan istrinya yang berjualan kelontong di lojinya. Usaha ini mengalami pertumbuhan yang pesat 
terutama dari segi penjualan. Terpikirlah oleh Bapak Budi Tri Mulyanto untuk mendirikan 
sebuah perusahaan distributor dengan nama UD. BUDIMAS, awal didirikan belum dikukuhkan 
sebagai PKP melihat jumlah penjualan yancukup besar sesuai dengan ketetapan pajak barulah 
ditetapkan sebagai PKP sampai sekarang dengan NPWP 06.502.618.9.526.000 yang terdaftar di 
KPP Pratama Surakarta. 
 UD. BUDIMAS didirikan pada tahun 1999 oleh Bapak Budi Tri Mulyanto selaku pemilik. 
Usaha ini merupakan kelanjutan dari usaha sebelumnya, yang mana Bapak Budi hanyalah 
sebagai seorang sales keliling dengan pengalaman yang telah didapatkannya dan telah 
mempunyai modal maka merintislah Bapak Budi untuk mendirikan Perusahaan Dagang yang 
diberi nama UD. BUDIMAS yang telah ditetapkan sebagai PKP oleh kantor pajak setempat.  
Kantor Pusat UD. BUDIMAS bertempat di Jalan Serut RT 04 RW XII Mo’josongo Solo 
Kode Pos 57127. Tempat ini merupakan pendirian perusahaan untuk pertama kalinya. Usaha ini 
terus mengalami peningkatan penjualan dan mulai masuknya berbagai prinsiple sehingga 
didirikanlah beberapa gudang , sekarang telah memiliki bangunan empat gudang hyang terdiri 
dari Gudang A, Gudang B, Gudang C, dan Gudang D. Masing mansing gudang ditempati oleh 
beberapa jenis barang dari principel yang telah masuk di UD. BUDIMAS ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
2. STRUKTUR ORGANISASI UD. BUDIMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. DAERAH PEMASARAN 
Daerah pemasaran meliputi daerah Keresidenan Surakarta, Sukoharjo, Sragen, Boyolali 
dan Wonogiri. Pemasaran dilakukan dengan cara menyebar sales ke daerah – daerah yang 
mempunyai potensi seperti daerah yang mempunyai pusat belanja  cukup banyak, seperti pusat 
belanja : Luwes, Mitra, Pasar, Alfa Market dsb. Bagi yang sudah menjadi pelanggan pemesanan 
dapat dilakukan melalui via telepon maupun sales yang diterjunkan kelapangan yang kemudian 
diterbitkan PO (Purchase Order). Adapun jenis penjualan ada 2 jenis yaitu : Penjualan Tunai dan 
Penjualan Kredit, biasanya penjualan kredit jangka waktu pelunasan 1 minggu setelah proses 
penerimaan barang oleh pelanggan. Barang – barang yang di distributorkan oleh UD. BUDIMAS 
aneka macam, yang mana barang – barang itu di pasok –oleh para Principel.  
3.  DESKRIPSI JABATAN 
    Setiap manager divisi mempunyai kedudukan yang sama dan melakukan tugas dan tanggung 
jawab yang berbeda sesuai dengan divisi kerja yang terkait. 
DIVISI ACCOUNTING 
     Divisi Accounting dikepalai oleh seorang Finance Manager (FM) dan dibantu 
oleh seorang Asisten Finance Manager (AFM). 
Tugas dan tanggung jawab FM dan AFM adalah bertanggung jawab sepenuhnya 
terhadap semua proses aktifitas kerja di Unit Kerja UD BUDIMAS yang 
berhubugan dengan Finance baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 
Unit kerja Divisi Accounting terdiri dari : 
1. Kasir 
2. Finance yang dikepalai oleh Koordinator Finance, terbagi menjadi:  
            a. Operator Front Office 
  b. Adm Inkaso / Piutang 
  c. Administrasi klaim 
  d. Administrasi Penjualan / Fakturis 
            e. Administrasi Pajak 
            f. Administrasi Secondary Sales 
     3. Gudang yang dikepalai oleh Seorang Kepala Gudang, dibantu oleh  
            a. Administrasi Gudang 
            b. Kepala Divisi Gudang A 
            c. Kepala Divisi Gudang B 
            d. Kepala Divisi Gudang C 
            e. Kepala Divisi Gudang D 
 
DIVISI SALES DISTRIBUSI 
     Divisi Sales Distribusi dekepalai oleh seorang Sales Manager (SM) dan       dibantu oleh 
Supervisor Distribution yang membawahi Sales Team. 
KASIR 
1. Lakukan sistem penerimaan setoran dengan menggunakan nomer urut  hadir. 
2.  Penggambilan Nomer urut dimulai pukul 15.00 sampai dengan 16.15. 
3. Pastikan setiap transaksi setoran baik dalam bentuk uang tunai atau BG. 
4. Bukti setor yang anda terima harus berisi : 
            a. Tanggal setor 
            b. Nama penyetor 
            c. Jumlah yang disetor 
            d. Jika terdapat pembayaran Bilyet Giro Pastikan nama outlet,nama bank,   
                tanggal jatuh tempo dan nominal tercantum dalam bukti setor.  
5. Jika sudah sesuai dengan jumlah uang yang anda terima beserta bukti  
       pembayaran yang lain beri tanda tangan pada bukti setor tersebut. 
       Arisp bukti setor : 
             a. Lembar I ( warna putih)  :   Kasir 
             b. Lembar II ( warna merah muda) :   Administrasi Inkaso 
             c. Lembar III (warna kuning) :   Penyetor. 
6. Buat rekapitulasi dari hasil setoran uang  yang anda terima per hari per  
            tanggal beserta biaya biaya yang dikeluarkan. Serahkan kepada Internal  
            Auditor untuk dilakukan cross cek. 
7. Pastikan Jumlah yang anda terima sebelum sama dengan hasil penerimaan  
            dari pembayaran dan atau pelunasan piutang. Lakukan cross cek per hari. 
8. Setoran pagi hari sales di denda Rp 10.000,-. 
9. Jika ada kesalahan penulisan Bilyet Giro Sales didenda Rp 5.000,-. 
OPERATOR / FRONT OFFICE 
1. Menerima semua telepon yang masuk dan menghubungkan ke personal yang dituju. 
2. Melakukan setiap permintaan percakapan telepon ke luar. 
3. Melakukan pengarsipan semua surat yang dikirim Via Fax sebelum diserahkan kepada 
yang bersangkutan. 
4. Membuat dan menyajikan setiap permintaan pembuatan surat yang  
5. diperlukan oleh perusahaan. Membuat semua laporan laporan yang diperlukan baik untuk 
principal diperlukan oleh perusahaan. 
6. Menerima tamu yang datang ke perusahaan. 
7. Rekapitulasi daftar absensi karyawan setiap tanggal 26 bulan berjalan. 
8. Membuat register karyawan baru  
ADMINISTRASI PIUTANG / INKASO 
1. Cross cek semua Faktur Penjualan yang anda terima dari administrasi gudang pastikan 
sesuai dengan Laporan Realisasi Penjualan. 
2. Pisahkan sesuai dengan File Sales masing masing. 
3. Cross cek tiap retur penjualan yang masuk. Pastikan Administrasi gudang sudah 
menerbitkan Credit Note. 
4. Siapkan semua Faktur Penjualan yang akan ditagihkan sesuai dengan  
            salesman atau collector masing-masing menurut Call Plan yang sudah ada. 
5. Buat Daftar Tagihan untuk sales dan colector tersebut. 
6. Cross cek Daftar Tagihan dengan Faktur Penjualan yang ada. Pastikan sesuai dan benar. 
7. Serahkan daftar Tagihan tersebut kepada Supervisor masing-masing  
            sales.Lakukan serah terima. 
8. Cross cek Faktur yang kembali dengan Daftar Tagihan.Pastikan sesuai dan  
            benar. 
9. Cross cek pelunasan faktur tersebut.Pastikan sesuai dengan bukti setoran  
            dari kasir. 
10. Jika ada retur penjualan.Pastikan sudah ada nota kredit dan bukti retur  
            penjualan dari gudang. 
11. Jika ada selisih pembayaran konfirmasi ke divisi yang terkait. 
12. Pisahkan Faktur Penjulan yang belum tertagih dan atau yang belum lunas,  
            file ke sales masing-masing. 
13. Cetak hasil input data pelunasan. Serahkan hasil cetakan kepada koordinator administrasi 
untuk dilakukan pengarsipan dengan faktur penjualan lembar ke 4 (warna hijau).   
14. Pastikan transaksi pembayaran dan pelunasan untuk kategori tradisional  
            outlet selasai di hari dan tanggal saat pembayaran. Jangan menunda input  
            data pembayaran. 
15. Cross cek tanda terima faktur dari outlet pastikan tanggal jatuh tempo  
             tepat waktu. 
16. Cross cek hasil pembayaran dan atau pelunasan melalui rekening  
            koran. Lakukan pelunasan jika data rekening koran sesuai dengan data  
             tanda terima faktur. 
17. Cetak hasil pelunasan dan atau pembayaran per hari serahkan ke kasir. 
18.  Segala permintan yang berhubungan dengan tagihan hanya dilakukan              pada sore 
hari. 
 ADMINISTRASI CLAIM : 
1. Kumpulkan semua bukti bukti yang digunakan untuk proses claim ke  
       Principal. Baik program yang masih berjalan atau yang sudah berakhir. 
2. Buat surat pengajuan, ajukan ke Manager Finance untuk mendapat  
             persetujuan. 
3. Setelah mendapat persetujuan, kirim ke Principal.Buat Arsip pengiriman. 
4. Sesudah mendapat persetujuan dari Principal segera laporan ke Manager  
             Finance untuk segera ditindak lanjuti. 
5. Buat catatan untuk Claim yang sudah belum terealisasi dan Claim yang  
            sudah terealisasi. 
6. Semua data yang akan digunakan untuk mengajukan claim ke Principal          
             harus  sudah diajukan ke Finance Manager Paling lambat 15 (limabelas)                                                
             hari sesudah periode program berakhir. 
ADMINISTRASI PAJAK 
1. Cross cek Faktur Penjualan yang menggunakan Faktur Pajak Standar dengan  Realisasi 
Penjualan. Pastikan benar dan sesuai.  
2. Input data Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
3. Serahkan kembali Faktur Penjualan beserta Faktur Pajak Standar yang sudah diberi tanda 
tangan dan stempel kepada Administrasi Piutang. 
4. Siapkan semua data data yang diperlukan untuk pelaporan pajak setiap  
            bulannya. 
5. Lakukan koordinasi dengan pihak konsultan pajak untuk penyajian data  
            data pajak yang diperlukan yang meliputi : 
            a. Buku Kas 
            b. Buku Besar 
  c. Buku Hutang 
            d.Buku Piutang 
            e.Buku Stock Gudang 
            f. Bukti Bukti Biaya 
            g. Lampiran-lampiran Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran  
                atau lampiran lain yang diperlukan 
SALES ADMINISTRATION (FAKTURIS) 
1. Perhatikan Surat Pesanan Barang  (PO) yang anda terima dari sales, apakah  
      sudah termuat tanggal pesan, nama outlet, alamat outlet lengkap.  
2. Kode dan nama barang per item produk, diskon reguler dan atau diskon 
           diskon program yang akan diberikan tanda tangan si pemesan barang, tanda  
           tangan salesman dan tanda tangan Supervisor  
3. Perhatikan Outlet dari Surat Pesanan Barang (PO) apakah Customer tersebut 
membutuhkan Faktur Pajak atau Tidak.Jika ya maka input data penjualan adalah 
menggunakan kode JUAL SMA.Jika tidak maka input data penjualan adalah 
menggunakan kode JUAL SMB. 
4. Faktur Penjualan dicetak rangkap 4 (empat). 
a. Untuk Penjualan Tunai : 
    1. Lembar 1 (Putih)   :  Untuk Pembeli 
  2. Lembar 2 (Merah Muda) :  Untuk bukti pembayaran ke Kasir 
  3.Lembar 3 (Kuning) :  Untuk Arsip Gudang 
  4.Lembar 4 (Hijau)  :  Untuk Arsip Finance 
           b. Untuk Penjualan Kredit : 
   1. Lembar 1 (Putih)   :  Untuk Arsip Administrasi Piutang 
   2. Lembar 2 (Merah Muda) :  Untuk Pembeli 
   3. Lembar 3 (Kuning) :  Untuk Arsip Gudang 
   4. Lembar 4 (Hijau)  :  Untuk Arsip Finance 
5. Cetak Faktur Penjualan beri tanda tangan anda 
6. Cetak Rekap Penjualan Supermarket Summary dari hasil input data penjualan. 
7. Cross Cek Rekap Penjualan Supermarket Summary dengan Faktur Penjualan yang anda 
Cetak.Pastikan Jumlah Faktur Penjualan Sesuai Dengan jumlah dari Rekap Penjualan 
Supermarket Summary. 
8. Apabila Surat Pesanan Barang (PO) diterima lewat Fax atau telepon pastikan untuk segera 
mencatat dan selanjutnya Konfirmasikan ke Sales yang bersangkutan dan atau 
Supervisornya untuk segera dibuatkan Faktur Penjualan seperti prosedur diatas.Untuk 
outlet Key Account pastikan program yang berjalan dan periode program tersebut. 
9. Pastikan Nilai Rupiah in Faktur minimal Rp 100.000,-. Jika kurang dari nominal tersebut 
konfirmasi ke Koordinator Finance untuk segera di tindak lanjuti ke Finance Manager. 
10. Seorang Administrasi Fakturis / Penjualan berhak menolak segala permintaan Supervisor 
Distributor, Supervisor Principal, Sales dalam kapasitas permintaan segala macam bentuk 
laporan, stok dan hal hal yang berhubungan dengan Administrasi di UD. BUDIMAS  
kecuali sudah ada ijin langsung dari Koordinator Administrasi Finance dan Finance 
Manager. 
SECONDARY SALES (SS) 
     Tugas dan tanggung jawab seorang Adm Secondary Sales adalah menyiapkan dan 
menyajikan data data yang  berhubungan dengan administrasi dari PT KEK.Lakukan koordinasi 
dengan Supervisor yang terkait dan Administrasi Fakturis untuk menunjang kelancaran kerja 
anda. Buat laporan Secondary Sales secara Continue dan tepat waktu. 
GUDANG ( CENTRAL WAREHOUSE) 
1. Menerima Rekap Penjualan Supermarket Summary berserta Faktur Penjualannya dari 
Admin Penjualan. 
2. Cross Cek Rekap Penjualan Supermarket Summary dengan Faktur Penjualan yang anda 
terima. Pisahkan sesuai dengan Divisi Gudang anda. Pastikan jumlah nota sesuai dengan 
Rekap Penjualan Supermarket Summary. 
3. Beri tanda tangan pada Faktur Penjualan sebagai tanda terima Faktur Penjualan dari 
Administrasi Penjualan ke Gudang. 
4. Pisahkan Faktur Penjualan Lembar ke-4 (warna hijau) untuk diserahkan ke bagian 
Finance beserta Rekap Penjualan Supermarket Summary yang sudah ditandatangai Kepala 
Gudang dan Administrasi Gudang Divisi yang terkait. 
5. Lakukan pemisahan area kirim sesuai dengan wilayah kirim masing-masing daerah. 
6. Utamakan pengiriman untuk Outlet Key Account baik dalam kota maupun luar kota. 
7. Quota pengiriman barang per Delivery minimal Rp. 10.000.000,- untuk semua faktur per 
hari. 
8. Lakukan Loading barang per Divisi Gudang dengan teliti dan benar per Delivery sesuai 
dengan Area yang ditentukan. 
9. Pisahkan Faktur Penjualan Lembar ke 3 (warna Kuning) sebagai Arsip kirim per Delivery 
per hari, Buat catatan si pengirimnya. 
10. Cross cek hasil pengirimian dari Delivery. Pastikan Untuk penjualan kredit nota putih 
yang ada sudah ada tanda tangan dan atau stempel toko.Jika penjualan tunai Faktur 
Penjualan lembar ke 2 (warna Merah Muda) sebagai bukti setor uang ke Kasir. 
11. Jika ada Retur Penjualan, maka buat serah terima barang antara Administrasi Gudang 
dengan Delivery. Lakukan pemisahan barang dari Retur Penjualan dengan kategori 
GOOD STOCK. 
12. Pisahkan Antara Faktur Penjualan yang sudah terkirim dan yang belum terkirim.Untuk 
Faktur Penjualan yang sudah terkirim beri Stempel tanggal kirim sebagai bukti 
pengiriman.Untuk Faktur yang belum terkirim lakukan Cross cek barang yang tidak 
terkirim untuk kemudian dikembalikan ke Gudang. 
13. Buat Realisasi Penjualan atas Faktur Penjualan yang sudah terkirim.Lakukan setiap hari 
seusai dengan tanggal kirim. Jangan menunda realisasi  penjualan. 
14. Buat Nota Credit atas Penerimaan Retur Penjualan dengan harga dan unit yang sesuai. 
Lakukan setiap hari seusai dengan tanggal terima retur. Jangan menunda input data Retur 
Penjualan. 
15. Cetak Laporan Mutasi gudang dari hasil Input data Retur penjualan. Pastikan benar antara 
hasil cetakan dengan unit barang yang ada. Serahkan hasil laporan mutasi gudang tersebut 
berserta barang hasil Retur Penjualan ke gudang BS, lakukan serah terima. 
16. Cetak Realisasi Penjualan. Lakukan  cross cek dengan Faktur yang ada. Pastikan jangan 
sampai ada yang terlewatkan. 
17. Serahkan Realisasi penjualan, Faktur Penjualan dan atau Nota Retur Penjulan ke 
Koordinator Admin Penjualan, lakukan serah terima. 
18. Lakukan  serah terima barang antara Administrasi Gudang dengan Delivery.Lakukan 
pemisahan barang dari Retur Penjualan dengan kategori good stock. 
19. Catat barang tersebut dalam buku Retur Penjualan, per toko. 
20. Buat Nota Credit atas Penerimaan Retur Penjualan dengan harga dan unit yang sesuai. 
Lakukan setiap hari seusai dengan tanggal terima retur. Jangan ,emunda input data Retur 
Penjualan. 
21.  Input Retur Penjualan Dalam Program Komputer UD. BUDIMAS 
22. Cetak Credit Note, Satukan dengan Penjualan yang dimaksud. 
23. Jika Retur Penjualan itu diterima dari Salesman dari hasil Pemotongan Piutang, maka 
lakukan  serah terima barang antara  Administrasi Gudang dengan Salesman. Lakukan 
pemisahan barang dari Retur Penjualan dengan kategori good stocks. Buat Credit Note 
untuk selanjutnya diserahkan ke Bagian Inkaso. 
24. Cetak Laporan Mutasi gudang dari hasil Input data Retur penjualan. Pastikan benar antara 
hasil cetakan dengan unit barang yang ada. Serahkan hasil laporan mutasi gudang tersebut 
berserta barang hasil retur penjualan ke gudang BS, lakukan serah terima. 
25. Retur Penjualan yang dibawa oleh Delivery  Gudang harus ada tanda tangan persetujuan 
dari sales yang bersangkutan. Jika Tidak terdapat Tana tangan sales yang bersangkutan, 
maka delivery gudang berhak menolak retur tersebut. 
26. Lakukan penerimaan barang sesuai dengan divisi gudang yang terkait. 
27. Lakukan Standar Bongkar Barang yang benar. 
28. Jalankan Metode FIFO dalam hal penerimaan barang 
29. Jika dalam hal penerimaan barang terdapat ketidaksesuaian antara jumlah barang yang 
diterima dengan surat jalan yang ada, dan atau terjadi kerusakan barang yang diterima 
dikarenakan kesalahan pengiriman lakukan koordinasi dengan Kepala gudang untuk 
selanjutnya ditindaklanjuti oleh Manager Finance. 
30. Input Barang datang yang anda terima.Lakukan per tanggal terima. Jangan menunda input 
data penerimaan barang. 
31. Gudang Divisi Bad Stock berkewajiban membuat laporan data barang Kategori Bad Stock. 
32. Cross cek barang hasil retur penjualan dari gudang induk.Lakukan serah terima barang. 
33. Pisahkan antara barang dengan kategori barang bad stock dengan barang good stock, 
pisahkan per Principal. 
34. Untuk Barang dengan kategori good stock. Lakukan pencatatan semua barang dengan 
kategori tersebut.Lakukan serah terima barang ke divisi gudang masing-masing. 
Administrasi Gudang wajib membuat mutasi intern gudang hasil dari mutasi barang dari 
bad stock ke good stock. 
35. Untuk barang dengan kategori Bad Stock. Lakukan pemisahan barang tersebut per 
principal. Lakukan pendataan secara lengkap meliputi, nama barang jumlah barang dan 
alasan retur (kemasan rusak, ED, ditarik oleh principal) 
36. Serahkan data laporan barang Bad Stock kepada Kepala Gudang. 
37. Kepala Gudang berkewajiban melaporankan data barang Bad Stock ke Manager Finance 
selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya. 
38. Sesudah mendapat persetujuan dari Pincipal dan atau Manager Finance. Lakukan 
pemusanahan barang Bad Stock tersebut.   
39. Kepala Gudang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberadaan stock barang 
digudang. 
40. Kepala Divisi bertanggung jawab atas divisinya masing masing sesuai dengan arahan dari 
Kepala Gudang 
41. Kepala Gudang berhak mengajukan Stock Opname barang digudang kepada Manager 
Finance. 
42. Kepala Gudang beserta bawahannya berkewajiban menyiapkan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan permintaan Surprise Audit Stock Opname Gudang yang akan 
dilakukan oleh Manager Finance sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebuh dahulu. 
B. LAPORAN MAGANG KERJA 
1. AKTIVITAS MAGANG 
     Kegiatan magang di UD. BUDIMAS dilaksanakan selama dua bulan dengan pemempatan di 
bagian Adminitrasi Pajak. Dalam pelaksanaannya peserta mengikuti aturan jam kerja di 
perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Jangka waktu    : Tanggal 1 Februari – 31 Maret 2010 
Tempat    : UD. BUDIMAS 
Alamat    : Jl. Serut RT 04 RW XII Mojosongo Solo 
Dengan rincian waktu  : Senin sampai Jum’at (08.30 – 16.00 WIB)  
   : Sabtu (08.30 – 14.00 WIB) 
Istirahat siang    : 12.00 – 13.00 WIB 
2. JADWAL MAGANG 
     Magang kerja merupakan suatu kegiatan dalam upaya penerapan ilmu akuntansi yang sudah 
diperoleh di bangku kuliah, yang selanjutnya dapat dipraktikkan dalam dunia kerja yang nyata 
serta memperoleh bekal yang tidak hanya berdasar teori maupun mata kuliah praktik yang telah 
diperoleh sekama menempuh studi. Adapun rincian kegiatan magang yang telah dilaksanakan 
penulis adalah pada minggu pertama lebih difokuskan pada penyesuaian dengansistem yang 
dipakai oleh perusahaan dan untuk minggu – minggu selanjutnya sudah dianggap sebagai 
karyawan peurusahaan, di bawah ini uraian kegiatan selama proses magang. 
1. Minggu Pertama  
a. Perkenalan dengan seluruh staff administrasi. 
b. Mempelajari membuat Faktur Pajak Standar serta menginput PPN                 
c. Keluaran dan PPN Masukan kedalam eSPT dan Input PPN Keluaran dan   
    PPN Masukan secara manual. 
             d. Mempelajari mencocokkan data eSPT dan data manual PPN Keluaran  
                 serta PPN Masukan. 
 e. Mempelajari membuat Retur Penjualan. 
2. Minggu Kedua sampai Minggu Kedelapan 
a. Membuat Faktu Pajak Standar (PPN Keluaran). 
 b. Mengimput  data PPN Keluaran dan PPN Masukan pada eSPT. 
 c. Mengimput data PPN Keluaran dan PPN Masukan secara manual        
     kedalam database. 
 d. Mencockkan data antara eSPT dan database serta sekaligus  
     mengkoreksi apabila ada kesalahan pada Faktur Pajaknya baik pada        
     PPN  Keluaran dan PPN Masukan. 
  e. Membuat Retur Penjualan. 
    f. Menghitung PPN yang terhutang. 
    g. Mengisi SPT atas PPN dan SSP. 
C. PEMBAHASAN MASALAH 
 1. Perhitungan PPN 
PPN di Indonesia termasuk tipe konsumsi (consumption type VAT) artinya seluruh 
biaya yang dikeluarkan UD. Budimas untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari 
dasar penggenaan pajak. Dalam bahasa “indirect subtraction method”, Pajak Masukan ( 
input tax ) atas perolehan barang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran ( output tax ) 
sehingga barang modal dikenakan PPN hanya satu kali. Dalam tipe konsumsi ini, 
kemungkinan terjadi penggenaan pajak berganda atas barang modal dapat dihindari 
sehingga mendorong setiap UD. Budimas yang dikenakan PPN melakukan peremajaan 
barang modalnya secara berkala. PPN sebagai pajak konsumsi memberikan indikasi 
bahwa PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis. Sifat ini menunjukkan perbedaan mendasar 
dengan Pajak Penghasilan yang merupakan pajak yang dukenakan atas kegiatan bisnis. 
Adapun mekanisme PPN sebagai berikut : 
1. UD. BUDIMAS menyerahkan BKP atau JKP wajib membuat faktur pajak 
untuk memungut pajak yang terhutang yang dinamakan Pajak Keluaran. 
2. Pada saat UD. Budimas membeli BKP atau menerima JKP dari PKP lain, juga 
membayar pajak yang terutang yang dinamakan Pajak Masukan. 
3. Pada akhir masa pajak , pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak 
keluaran. Dalam hal jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak 
masukan, maka kekurangan dibayar ke kas negara selambat-lambatnya 
tanggal 15 bulan berikutnya. 
4. Apabila pajak masukan UD. Budimas lebih besar dari[pada pajak keluaran, 
maka kelebihan pajak masukan ini dapat dikompensasikan dengan utang pajak 
dalam masa pajak beikutnya. 
5. Pada saat akhir masa pajak, UD. Budimas wajib melaporkan pemungutan dan 
pembayaran pajak yang terhutang kepada kepala KPP selambat-lambatnya 20 
hari setelah akhir masa pajak. 
 
 
 
 
 
Di bawah ini adalah proses perhitungan PPN Masa UD. Budimas Bulan Desember 2009 beserta 
data PPN Masukan dan PPN Keluaran : 
Tabel 3. 1. Rekap Jumlah Pembelian UD. Budimas  
Bulan Total Pembelian (Return) Total Diskon 
Desember 
2009 
 
Rp 5.970.383.038,- 
 
Rp 251.400.268,- 
  
Tabel 3.2. Rekap Jumlah Penjualan UD. Budimas  
Bulan Total Penjualan (Return) Total Diskon 
Desember 
2009 
 
Rp 6.465.589.840,- 
 
Rp 456.781.795,- 
 
 
Dalam perhitungan PPN Masa UD. Budimas  yang terutqng dengan cara membandingkan antara 
PPN Keluaran dan PPN Masukan, apabila PPN Keluaran lebih besar maka akan terjadi Kurang 
Pajak dan sebaliknya apabila PPN Masukan lebih besar daripada PPN Keluaran maka akan 
terjadi Lebih Bayar. 
1. PPN Masukan 
DPP = Pembelian – Diskon 
 = Rp 5.970.383.038,- - Rp 251.400.268,- 
 = Rp 5.718.982.770 
PPN = 10% X DPP 
 = 10% X Rp 5.718.982.770,- 
 = Rp 571.898.277,- 
 
2. PPN Keluaran 
DPP = Penjualan – Diskon ( Potongan Harga ) 
 = Rp 6.465.589.840,- – Rp 456.781.795,- 
 = Rp 6.008.808.045,- 
PPN = 10% X DPP 
= 10% X Rp 6.008.808.045,- 
= Rp 600.880.804,- 
3. PPN Terutang 
PPN Masa = PPN Keluaran – PPN Masukan 
  = Rp 600.880.804,- - Rp 571.898.277,- 
  = Rp 28.982.527,- 
 
 PPN Masa UD. Budimas pada bulan Desember 2009 terjadi Kurang Bayar  sebesar 
Rp 28.982.527,-.  
 2. Tax Planning 
      Beberapa Tax Planning yang dapat dilakukan oleh UD. Budimas dalam  rangka 
untuk mengefisienkan PPN Masa yang terutang antara lain : 
1. UD. Budimas membuat Faktur Pajak Standar sesuai dengan UU supaya bisa dikreditkan, 
untuk memenuhi syarat syahnya UD. Budimas harus memenuhi kriteria baik Faktur Pajak 
Msukan maupun Faktur Pajak Keluaran : 
a. Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan  
b. Paling sedikit memuat:  
o Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP/JKP  
o Nama, alamat, NPWP yang menerima BKP/JKP  
o Jenis Barang/Jasa, harga jual/penggantian, dan potongan harga  
o PPN yang dipungut  
o PPnBM yang dipungut  
o Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP  
o Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani FP  
 
2. Menerbitkan Faktur Pajak StandaR ( Faktur Pajak Penjualan ) selama mungkin (dalam 
kurun waktu yang diperbolehkan).  
a. Saat pembuatan Faktur Pajak:  
o Pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP/JKP, kecuali pembayaran  
dibuat pada saa terjadi terjadi sebelum akhir bulan berikutnya  penerimaan 
pembayaran; atau  
o Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi 
sebelum penyerahan BKP/JKP; atau  
o Pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap 
pembayaran; atau  
o Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut PPN  
 
 
3. Dalam penjualan kredit UD. Budimas memperketat term of payment untuk mencegah WP 
“nalangin” PPN Pembeli.  
a. Pemberian Term untuk penjualan secara kredit hendaknya 30 hari dari tanggal 
pembelian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Karena keterbatasan data yang diperoleh, penulis hanya dapat memperhitungkan PPN 
Masa Desember 2009. 
Dari data yang penulis dapat selama praktik kerja lapangan/magang di Perusahaan UD. 
Budimas Surakarta serta pembahasan bab – bab sebelumnya, penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut  
      1. UD. Budimas dalam perhitungan PPN Masa sudah sesuai dengan  
Perundang -undangan PPN No. 18 tahun 2000, perhitungan PPN dengan menggunakan 
Credit Method dengan cara mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian 
(PPN Masukan) dengan pajak yang dipungut saat penjualan (PPN Keluaran). 
2. UD. Budimas mempunyai peredaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,- oleh sebab itu 
dikukuhkan sebagi PKP yang wajib untuk memungut PPN dari kegiatan usahanya. 
3. Dari perhitungan rekapitulasi Faktur Penjualan yang dbuat oleh UD. Budimas selama 
bulan Desember 2009 sebesar Rp 6.465.589.840,-, dengan jumlah diskon/potongan harga 
yang diberikan sebesar Rp 456.781.795,-. Dengan itu di dapat Dasar Penggenaan Pajak 
(DPP) sebesar Rp 6.008.808.045,- maka PPN Keluaran adalah sebesar 10% X Rp 
6.008.808.045,- yaitu Rp 600.880.804,-. 
4. Dari perhitungan rekapitulasi Faktur Pembelian yang diterima dari supplier selama bulan 
Desember 2009 sebesar Rp 5.970.383.038,- dengan jumlah diskon/potongan harga 
sebesar Rp 251.400.268,- dengan itu maka diperoleh Dasar Penggenaan Pajak sebesar Rp 
5.718.982.770,- maka PPN Masukan yang dapat dikreditkan adalah 10% X Rp 
5.718.982.770 yaitu Rp 571.898.277,-. 
5. Melalui perhitungan PPN Masa dengan menggunakan Credit Method maka PPN Masa 
yang terutang oleh UD. Budimas adalah sebesar  Rp 600.880.804,-. – Rp 571.898.277,- 
yaitu Rp 28.982.527,-, yang merupakan PPN Masa Kurang Bayar yang wajib disetorkan 
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan wajib dilaporkan paling lambat tanggal 20 
bulan berikutnya. 
6. Dengan besarnya jumlah PPN Masa yang terhutang yang tidak terlalu besar pihak UD. 
Budimas menerapkan beberapa strategi tax planning diantara lain : 
a. Semua Faktur Pajak Standar diperhatikan keabsahannya agar dapat dikreditkan. 
b. Menerbitkan Faktur Pajak selama mungkin selama kurun waktu yang 
diperbolehkan oleh UU Perpajakan. 
c. Untuk Penjualan Kredit UD. Budimas memperketat ter of payment dengan maks 
30 hari dari tanggal penyerahan barang. 
B. SARAN 
Dalam kesempatan ini penulis akan memberikan saran dan masukkan berkenaan dengan 
hasil evaluasi perhitungan PPN Masa bulan Desember 2009 beserta tax planning dalam 
rangka mengefisienkan PPN Masa yang terutang. 
1. Apabila UD. Budimas berorientasi pada peningkatan laba yang lebih besar maka 
penekanan biaya pajak terutama PPN dengan memanfaatkan fasiltas-faslitas pajak yang 
diberikan oleh pemerintah. 
2. Untuk Penyetoran dan Pelaporan sebaiknya jangan sampai terlambat untuk mengihadari 
sangsi Denda. 
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